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BUPATI DEMAK

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

:a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor
39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4738)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;



Menetapkan

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 540 );

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Belanja Hibah dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah lainnya;
c. Perusahaan Daerah;

d. Masyarakat; dan/atau

e. Organisasi kemasyarakatan.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada
instansi/satuan kerja pada Kementerian dan/atau
Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
wilayah kerjanya berada di Kabupaten Demak.



(3)

(4)

(5)

(6)

Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dan
dilaksanakan dalam mekanisme APBN dan/atau
APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
sebagimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran lainnya.

Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam
rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah
Daerah dari Pemerintah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada
kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu

dalam bidang perekonomian, pendidikan,
kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat,
lingkungan hidup, kepemudaan,pertanian,

peternakan, perikanan, pemberdayaan perempuan
dan keolahragaan non profesional.

Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang
dibentuk  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan, meliputi organisasi semi
pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga
ketahanan masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat.

. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 10
Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,
Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi
Kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis
belanja hibah kepada Bupati.
Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain
Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah;
b. Direktur Utama atau sebutan lain bagi
Perusahaan Daerah; dan
c. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.



(3) Ketentuan mengenai pembubuhan cap
dikecualikan bagi permohonan tertulis dari
masyarakat.

. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Surat permohonan, proposal, persyaratan
administrasi dan dokumen teknis Belanja Hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada
Bupati.

(2) Proposal yang telah diterima oleh Bupati
selanjutnya didisposisi kepada SKPD terkait sesuai
bidangnya untuk melakukan verifikasi dan
evaluasi.

. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) SKPD tekait sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2) melakukan verifikasi dan evaluasi
keabsahan dan kelengkapan persyaratan
permohonan Belanja Hibah sesuai pedoman yang
berlaku.

(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah berupa
rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua TAPD.

(3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif
Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH).

(4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disertai DNC-PBH untuk
selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

(5) Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan
DNC-PBH berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan
pertimbangan TAPD.

(6) Persetujuan Bupati terhadap DNC-PBH dituangkan
dalam bentuk Lembar Persetujuan Bupati dan
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran
Belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.



5. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah sehingga Pasal 25
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 25

Laporan penggunaan Belanja Hibah berupa uang
dan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b
angka 1, disampaikan oleh Penerima Belanja Hibah
kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah
kegiatan selesai atau tanggal 10 bulan Januari
tahun anggaran berikutnya melalui Kepala SKPD
terkait baik untuk belanja hibah berupa uang
maupun barang.

Terhadap penerima hibah yang masih terdapat sisa
anggaran yang belum terselesaikan sesuai dengan
naskah NPHD maka wajib membuat laporan pada
tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta
membuat laporan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah kegiatan dimaksud selesai.

6. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a diubah sehingga
Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 26

Laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1
dan huruf b angka 1 dibuat dengan sistematika
paling sedikit meliputi:
a. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati

lewat Kepala SKPD terkait;
b. laporan kegiatan, terdiri atas:
. latar belakang;
. maksud dan tujuan,;
. ruang lingkup kegiatan;
. realiasi pelaksanaan kegiatan;
. daftar personalia pelaksana; dan
. penutup.
c. laporan keuangan, meliputi:

1. realisasi penerimaan Belanja Hibah;

2. realisasi penggunaan;
d. lampiran.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diberi materai cukup dan ditandatangani,
serta dibubuhi cap oleh ketua/kepala/pimpinan
instansi Pemerintah atau sebutan lain, atau
ketua/pimpinan organisasi masyarakat.

Ul P WN



(3) Format laporan penggunaan Belanja Hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34A

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu
dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (3) huruf a, terdiri atas bantuan
sosial kepada individu, keluarga dan/atau
masyarakat yang direncanakan dan yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada
individu, keluarga dan/atau masyarakat yang
sudah jelas mnama, alamat penerima dan
besarannya pada saat penyusunan APBD.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda
penanganannya akan menimbulkan resiko sosial
yang lebih besar bagi individu, keluarga dan/atau
masyarakat yang bersangkutan.

. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) dihapus,
sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38
(1) Surat permohonan, proposal dan persyaratan
administrasi Belanja Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36
disampaikan kepada Bupati melalui Ketua TAPD.
(2) Proposal yang telah diterima oleh Bupati
selanjutnya disposisi dan didistribusikan kepada
Kepala SKPD terkait.



9. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah sehingga Pasal 39
berbunyi sebagai berikut:

10.

(1)

Pasal 39
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(2) melakukan verifikasi dan evaluasi keabsahan
dan  kelengkapan = persyaratan  permohonan
Bantuan Sosial sesuai pedoman yang berlaku.
Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil evaluasi Bantuan Sosial
berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua
TAPD.
Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif
Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNCP-
BBS).
Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan
disertai DNCP-BBS kepada Bupati.
Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan
DNCP-BBS berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan
pertimbangan TAPD.
Persetujuan Bupati terhadap DNCP-BBS
dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan
Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi
anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam rancangan
KUA dan PPAS.

Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(3)

Pasal 43A
Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial
didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial
yang tercantum dalam keputusan kepala daerah,
kecuali bantuan sosial kepada individu, keluarga
dan/atau masyarakat  yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34A.
Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan
dengan cara pembayaran langsung (LS).
Dalam hal bantuan sosial berupa uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai
sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme
tambah uang (TU).



(4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti
penerimaan uang bantuan sosial.

11. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial
berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud
pada Pasal 47 ayat (2) huruf a disampaikan oleh
Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati
melalui SKPD terkait baik untuk belanja bantuan
sosial berupa uang maupun barang paling lambat
tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya atau paling lambat 1 (satu) bulan
setelah kegiatan selesai.

(2) Terhadap penerima belanja bantuan sosial yang
masih terdapat sisa anggaran yang belum
terselesaikan sesuai dengan NPHD maka wajib
membuat laporan pada tanggal 10 Januari tahun
anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) serta membuat laporan paling lambat 1
(satu) bulan setelah kegiatan dimaksud selesai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI DEMAK,
ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 14 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 24



